BAGIAN X
ANAK JALANAN

1. Definisi Anak Jalanan

Untuk memberikan pengertian dan memperjelas permasalahan, maka perlu kiranya
dikemukakan terlebih dahulu pengertian anak jalanan. Berbagai definisi telah dikemukakan oleh
kalangan akademisi atau peneliti maupun kalangan aparat pemerintah yang terkait dengan
lembaga swadaya masyarakat. Adapun beberapa definisi anak jalanan dikemukakan sebagai
berikut.

Menurut lisa (1996) anak jalanan adalah anak-anak yang bekerja di jalanan. Studi yang
dilakukan oleh Soedijar (1989/1990) menunjukkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia
antara 7-15 tahun yang bekerja di jalanan dan dapat mengganggu ketentraman dan keselarnatan
orang lain serta mebahayakan dirinya sendiri. Sementara itu, Direktorat Bina Sosial DKI
menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berkeliaran di jalan raya sambil bekerja
mengemis atau menganggur saja. Panti Asuhan klender mengatakana bahwa anak jalanan adalah
anak yang sudah biasa hidup sangat tidak teratur di jalan raya, bisa diambil bekerja tetapi dapat
juga hanya menggelandang sepanjang hari (Kirik Ertanto dalam
www.humana.20m.com/babl/htm).

Hasil temuan lapangan yang diperoleh panji Putranto menunjukkan bahwa ada dua tipe
anak jalanan, yaitu anak yang bekerja di jalan dan anak yang hidup di jalan. Perbedaan antara
kedua kategori ini adalah kontak dengan orang tua. Mereka yang bekerja masih memiliki kontak
dengan orang tua sedang yang hidup di jalanan sudah putus hubungan dengan keluarga. Hal ini
sejalan dengan kategori anak jalanan menurut Azas Tigor Nainggolan menunjukkan ada tiga
kategori anak-anak yang bekerja di jalanan. Pertama, anak-anak miskin perkampungan kumuh
yaitu anak-anak kaum urban yang tinggal bersama orang tuanya di kampung-kampung yang
tumbuh secara liar di perkotaan. Kedua, pekerja anak perkotaan yaitu mereka yang hidup dan
bekerja tetapi tidak tinggal bersama orang tua. Kategori ketiga, adalah anak-anak jalanan yang
sudah putus hubungan dengan keluarga ( Kirik Ertanto & Siti Rohana dalam \vww. humana.
20m. com/babli/htm),

Dari berbagai definisi diatas, setidaknya menunjukkan adanya perbedaaan mengenai usia

dan batas pengertian, Mengenai usia, sesungguhnya PBB sudah menetapkan angka 18 tahun,
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meski masing-masing negara masih berhak menentukan berdasarkan undang-undang masing-
masing. Sementara itu, dari berbagai definisi yang ada, secara kasar menunjukkan tiga ciri yaitu,
memandang anak-anak jalanan sebagai gejala bagian dari gejala dalam bidang ketenagakerjaan.
Dalam bidang ini, gejala anak jalanan sering dikaitkan dengan alasan ekonomikeluarga dan
kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Kecilnya pendapatan orang tua sehingga tidak
mampu mencukupi kebutuhan keluarga memaksa terjadinya pengerahan anak-anak. Ciri kedua,
memandang gejala anak jalanan sebagai permasalhan sosial. Anak-anak jalanan dipandang
merupakan bukti dari para deviant yang mengancam ketentraman para penghuni kota lainnya.
Ciri ketiga, adalah menempatkan anak jalanan sebagai anak-anak yang diperlakukan sebagai
orang dewasa. Akibatnya ia memiliki resiko yang sangat besar untuk dieksploitasi atau
menghadapi masa depan yang suram. Ciri ketiga ini sangat dipengaruhi oleh pendekatan hak
anak (Kirik Ertanto dalam www. humana. 20m. com/bab 1/htm)

Perlu ditegaskan disini, pengertian anak jalanan yang dimaksudkan dalam paper in!
adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh
waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang atau guna
mempertahankan hidupnya.

2. Faktor Penyebab Lahirnya Fenomena Anak Jalanan

Jumlah anak jalanan di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun
belakangan. Pada tahun 1998, menrut Kementrian Sosial menyatakan bahwa terjadi peningkatan
jumlah anak jalanan sekitar 400%. Dan pada tahun 1999 diperkirakan jumlah anak jalanan di
Indonesia sekitar 50.000 anak dan 10% diantaranya adalah perempuan. Peningkatan jumlah anak
jalanan yang pesat merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari
berbagai pihak. Perhatian ini tidak semata-mata terdorong oleh besarnya jumlah anak jalanan
melainkan karena situasi dan kondisi anak jalanan yang buruk dimana kelompok ini belum
mendapatkan hak-haknya bahkan sering dilanggar.

Anak jalanan seharusnya masih berada di sekolah tetapi mereka telah menjalani
kehidupan jalanan untuk mencari nafkah. Anak-anak ini tidak dapat mengakses pendidikan baik
pendidikan formal maupun nonformal dalam hal ini termasuk pendidikan keluarga. Sudan
menjadi tugas orang tua untuk memberikan pendidikan dan perlindungan kepada orang tua.

Tetapi jika menilik latar belakang kepergian anak-anak tersebut meninggalkan rumah orang
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tuanya karena kekecewaan terhadap pendidikan sekolah atau kekerasan yang dilakukan orang
tua.

Menurut Kirik Ertanto, latar belakang anak menjadi anak jalanan dapat disebabkan oleh
dua hal. Pertama, kekecewaan mereka atas pendidikan di sekolah. Di sekolah ia dicap sebagai
anak nakal dan bodoh sehingga sering dimarahi oleh guru. Kedua, permasalahan yang
dihadapinya di sekolah biasanya dilaporkan kepada orang tua murid. Laporan ini biasanya

menjadi penyulut kemarahan orang tua bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan (Kirik

Ertanto dalam www.kunci. or. id/htm). Sedangkan penelitian tim peneliti dari Universitas
Diponegoro menyatakan bahwa alasan utama untuk menjadi anakjalanan disebabkan oleh
ketidakharmonisan keluarga dan kurangnya perhatian orang tua (66,7%), kemiskinan keluarga
dan dorongan teman (22,4%) dan lain-lain (10,9%) (Nur Rochaeti dkk dalam www. undip. ac.

id/riset/htm).

Kedua hal tersebut menimbulkan kekecewaan pada diri mereka atas perlakuan yang ia

terima dari dunia pendidikan. Akibatnya hal itu mendorong mereka untuk pergi ke jalanan
mencari kebebasan tanpa beban “pendidikan”. Padahal pendidikan merupakan salah satu hak
asasi mereka tetapi justru dianggap sebagai beban yang harus dihindari. Tetapi bagaimanapun
juga hak asasi mereka itu harus tetap ditegakkan, Mengenai hak asasi memperoleh pendidikan ini
termuat dalam konvensi hak-hak anak 1989 PBB pasal 28 disebutkan "mengakui hak anak atas
pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan
yang sama". Selain itu juga dikuatkan oleh hukum di negara kita yang termuat dalam UUD 1945
pasal 28 C ayat 1 dinyatakan " Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasar, mendapat pendidikan, dann memperoleh manfaat iptek". Selain itu juga termuat dalam UU
No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di dalamnya termuat hak anak yang meliputi hak
perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara serta memperoleh pendidikan,
pengajaran dalam rangka pengembangan diridan tidak dirampas kebebasannya secara melawan
hukum.

Bila dikaji berdasarkan dasar hukum diatas, pelanggaran yang terjadi terhadap anak
jalanan diantaranya hak memperoleh perlindungan orang tua dan masyarakat serta hak
memperoleh pendidikan. Didasari alasan tersebut, sangat perlu dirancang sebuah sistem
pendidikan yang khusus diberikan kepada anak jalanan sesuai dengan minat mereka, minimal

pendidikan mengenai moral, agama, dan keahlian khusus sebagai bekal bag! masa depan mereka.
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3. Dinamika Kehidupan Anak Jalanan

Sudan menjadi rahsia umum bahwa dunia jalanan adalah dunia yang penuh dengn
kekerasan dan eksploitasi. Pertarungan demi pertarungan selalu berakhir dengn kekalahan tanpa
ada kemenangan dari pihak manapun. Berbagai penelitian mengungkapkan situasi buruk yang
dialami oleh anak jalanan. Lebih tragis lagi kekerasan oleh anak jalanan justru dilakukan oleh
petugas keamanan yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap mereka, Menurut
penelitian YDA menyatakan bahwa bahaya terbesar yang paling sering dialami anak jalanan
adalah dikejar polisi dimana 91% anak yang pernah tertangkap mengaku mengalami penyiksaan.
Selain kasus kekerangan yang dialami secara personal, kekerasan terhadap komunitas juga kerap

terjadi (Odi Shalahudin dalam www. anjal. blogdrive. com/archive/htm)

Yang lebih parah lagi anak-anak jalanan juga mengalami siksaan atau kekerasan dari
pihak sindikat yang secara terselubung mengkoordinasi kerja mereka. Sindikat tersebut
memanfaatkan atau mengeksploitasi anak jalanan untuk menjadi pengemis, pengamen, pencopet
atau bahkan eksploitasi seksual. Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran
hak asasi manusia yang pemanfaatan atau eksploitasi masyarakat yang termarjinalkan demi
pencapaian maksud untuk meraup keuntungan diatas penderitaan orang lain. Hal ini merujuk
kepada Konvensi Hak Anak 1989 PBB pasal 36 menyatakan " akan melindungi anak terhadap
semua bentuk lain dari eksploitasi yang merugikan tiap aspek dan kesejahteraan anak."
Kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh anak jalanan yang terungkap ke publik hanya sebagian
kecil saja dari kasus-kasus kekerasan yang sering terjadi dalam kehidupan anak jalanan. Oleh
karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa anak jalanan senantiasa berada dalam situasi
yang mengancam perkembangan fisik, mental, sosial bahkan nyawa mereka. Dalam situasi
kekerasan yang dihadapi terus menerus dalam perjalanan hidupnya, akan membentuk nilai-nilai
baru dalam dan tindakan yang mengedepankan kekerasan sebagai jalan keluar untuk
mempertahankan hidupnya. Ketika memasuki usia dewasa, besar kemungkinan bagi mereka
akan menjadi salah satu pelaku kekerasan dan ekspletasi terhadap anak-anak jalanan.

Berkenaan dengan kekerasan terhadap anak jalanan, hukum nasional kita telah
mengaturnya dalam UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 yang menyatakan bahwa hak anak untuk
kelangsungan hicup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”. Dengan demikian tindak kekerasan terhadap anak jalanan dapat dikategorikan

sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Lebih lanjut, kita juga dapat merujuk

68



pada Konvensi Hak-hak Anak PBB pasal 37 menyatakan " menjamin anak tidak menjalani
siksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan tidak bermanfaat; menjamin untuk tidak
dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang."

Kekerasan lainnya adalah kekerasan dan eksploitasi seksual. Hampir seluruh anak jalanan
perempuan pernah mengalami pelecehan seksual terlebih bagi anak yang tinggal di jalanan.
Ketika tidur, kerapkali mereka menjadi korban dari kawan-kawannya atau komunitas jalannya,
misalnya digerayangi tubuh atau alat vitalnya. Bentuk kekerasan lain adalah perkosaan dan
sodomi. Menurut laporan Setara (1999) menyatakan bahwa 30% anak jalanan perempuan
mengalami hubungan seksual pertama akibat perkosaan. Tak jarang perkosaan dilakukan oleh
sekelompok orang yang dikenal dengan istilah pangris atau jepng baris. Anak jalanan perempuan
juga diketahui rentan menjadi korban eksploitasi seksual komersial yang meliputi prostitusi,
perdagangan untuk tujuan seksual dan pornografi. Indikasi perdagangan anak untuk prostitusi
dengan sasaran anak jalanan perempuan telah dikemukakan oleh Setara (1999). Hasil monitoring
Yayasan Setara dalam periode Januari-Juni 2000 mencatat ada 10 anak yang diperdagangkan di

daerah Batam dan Riau ( Odi Shalahuddin dalam www. anial blosdrive. com/archive/htm)

Sebagai contoh adalah penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Setara di Semarang
menemukan bahwa 46,4% anak jalanan perempuan berada dalam prostitusi. Menyangkut anak
laki-laki, informasi mengenai hal tersebut masih sangat terbatas. Pada pertengahan tahun 1990-
an pernah dikenal suatu kelompok yang menamakan diri "Balola" yang kepanjangannya adalah
bajingan lonthe lanang, yang mangkal di depan sebuah hotel dekat Simpang Lima, Semarang.
Berdasarkan informasi dari anggota komunitas jalanan dan pendamping anak jalanan, pada
pertengahan tahun ]990-an di seputar Simpang Lima ada komunitas anak laki-laki yang
dilacurkan dan digunakan oleh para lelaki dewasa yang disebut Meong. Meskipun berbeda
komunitas, pada saat ini di beberapa tempat juga dijadikan sebagai tempat berkumpul anak laki-

laki yang dilacurkan . ( Odi Shalahuddin dalam www.anial.blogdrive.com/archive/htm)

Di Indonesia, berdasarkan perkiraan seorang aktivis hak anak, diperkirakan ada 30%
anak dari jumlah keseluruhan pekerja seksual komersial yang ada atau berkisar antara 40.000 -
150.000 anak. Berkenaan dengan prostitusi anak, peraturan mengenai hal ini dalam hukum
nasional kita belum diatur. Untuk mensikapi hal ini kita bisa merujuk pada Konvensi Hak-Hak
Anak pasal 34 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No 36 tahun 1990 yang

menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi seksual dan penganiayaan
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seksual termasuk prostitusi dan pornografi. Konggres Dunia Menentang Eksploitasi Seksual
Komersial yang berlangsung di Stockholm- Swedia pada tahun 1996 telah mengidentifikasikn
prostitusi sebagai salah satu bentuk eksploitasi ssksual komersial terhadap anak selain
perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak. Kongres ini dapat dikatakan
merupakan dasar bagi perjuangan bersama di tingkat internasional untuk menghentikan
eksploitasi seksual komersial terhadap anak. Konvensi ILO No. 182 yang diratifikasi oleh
pemerintah Indonesia melalui UU No. 1 tahun 2000, menyatakan bahwa prostitusi merupakan
salah satu pekerjaan terburuk untuk anak yang perlu dihapuskan. Dari ketiga dasar ini, kita bisa
secara tegas menyatakan bahwa prostitusi anak adalah tindakan integral dengan menempatkan
anak sebagai korban eksploitasi seksual. Dengan demikian, maka pihak-pihak yang
memanfaatkan atau memberikan kesempatan bagi terjadinya prostitusi anak merupakan
kejahatan ( Odi Shalahudin dalam www.anial blosdrive.com/archive/htm.).

Berkaitan dengan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia terhadap fenomena anak
jalanan, tentu perlu kiranya dipikirkan cara pemecahan yang tepat untuk menangani masalah ini.
Selama ini telah dilakukan berbagai upaya untuk menengani .masalah tersebut. Diantaranya
adalah dengan upaya pendampingan anak-anak jalanan oleh organisasi kemasyarakatan (LSM).
Program pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan martabat anak jalanan dalam aspek
kemandirian, literasi, enumerasi, dan keterampilan kerja.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah anak jalanan selama ini
adalah pendekatan "penjaringan™ atau razia oleh polisi untuk dikirim ke panti-panti rehabilitasi
dan memberikan keterampilan untuk anak jalanan. Namun sepertinya upaya yang dilakukan oleh
pemerintah ini kurang efektif. Untuk mengatasi masalah anak jalanan memang sangat sulit
karena persoalan ini sangat kompleks. Perlu adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak
untuk menangani masalah ini seperti pemerintah, Organisasi Non-pemerintah (NGO), organisasi
sosial kemasyarakatan, akademisi, dan masyarakat umum.

4. Sifat Psikologi Anak Jalanan

Anak jalanan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai sarana. untuk ekspresi diri
sekaligus sub-versi. Pada tingkat permukaan ditunjukkan perbedaan-perbedaan oleh mereka
sekaligus menegaskan pertentangan dengan negara dan masyarakat sekitarnya (lihat Hebdige,
1979). Tubuh dijadikan sumber produksi dan aktivitas komunikasi dan menjadi lokasi

pengetahuan yang krusial bagi komunitas dan hal ini membantu terjadinya produksi makna bagi
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kelompoknya. Melalui pencarian dan tingkah laku yang berbeda itu secara sengaja anak jalanan
menolak dan mengejutkan kultur dominannya dengan mensub-versi nilai-nilai utamanya.

Ketika mulai tumbuh lebih besar, menampilkan nilai-nilai kejantanan merupakan aspek
yang vital bagi anak-anak jalanan. Mereka secara teratur mulai berpartisipasi menyusun
konstruksi kejantanan dengan mendiskusikan berbagai peran yang dilakukan oleh anak lain serta
mengomentari penampilarmya. Meski secara sosial mereka dikategorikan sebagai anak (kecil),
hampir semuanya mengadopsi bentuk-bentuk kedewasaan sebagai tanda pern ban gkanangan
dari harapan-harapan yang ditentukan oleh masyarakat. Mereka memainkan peran yang selama
ini dijalankan oleh kaum dewasa yang ada di sekitarnya, menenggak minuman keras, ngepil, judi
serta menggemari free sex. Kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tidak cocpk untuk dilakukan
oleh anak justru dianggap mampu membuat mereka merasa tumbuh dewasa dan menjadi jantan.
Judi, misalnya, merupakan permainan yang populer, meski dianggap ilegal dan dimainkan di
tempat-lempat tersembunyi. Rata-rata mereka mengaku menikmati permainan judi karena
nielibatkan resiko dalam pertaruhan, ketrampilan serta konsentrasi dan bila memenangkan
permainan, ada rasa bangga menempati posisi puncak dari hasil permainan. Selain itujuga
mendapatkan uang yang relatif banyak.

Seorang dewasa yang sering memperhatikan dan bergaul dengan anak-anak jalanan
mengatakan bahwa jika dilarang untuk melakukan tindakan tertentu, maka anak-anak jalanan itu
seperti disuruh. Apa pun akan dilakukan untuk menentangnya. Katanya, itu bagian dari
indentitas pembangkangan. Atau dalam kata lain menolak dianggap (anak) kecil terus.

Faktor Penyebab Lahirnya Anak Jalanan

Ada Penyebab Masalah Anak Jalanan:

1) Tingkat mikro, yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya.
2) Tingkat messo, yaitu faktor yang terjadi di masyarakat.

3) Tingkat makro, yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur masyarakat.

Pada tingkat mikro, sebab yang dapat diidentifikasi dari anak dan keluarga saling
berkaitan, tetapi dapat juga berdiri sendiri, yaitu :

1. Lari dari keluarga, disuruh bekerja (yang masih sekolah / putus sekolah), berpetualang,
bermain-main / diajak teman.
2. Penyebab dari keluarga; terlantar, ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar,

ditolak orang tua, salah perawatan / kekerasan di rumah, kesulitan berhubungan dengan keluarga,
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berpisah dengan orang tua, sikap-sikap yang salah terhadap anak, keterbatasan merawat anak
yang berakibat anak menghadapi masalah fisik, psikologis, dan social.

Pada tingkat messo, sebab yang dapat diidentifikasi yaitu:
Pada masyarakat miskin anak adalah asset untuk membantu peningkatan ekonomi keluarga.
Pada masyarakat lain yaitu urbanisasi menjadi kebiasaan dan anak-anaknya mengikuti.

Pada masyarakat miskin anak adalah asset untuk membantu peningkatan ekonomi keluarga.

e

Penolakan masyarakat dan anggapan anak jalanan selalu melakukan tindakan tidakterpuji.

Pada tingkat struktur masyarakat, penyebab yang dapat diidentifikasi adalah faktor :
1. Ekonomi, adanya peluang pekerjaan sector informal yang tidak terlalu membutuhkan modal
dan keahlian.
2. Pendidikan, biaya sekolah yang tinggi, perilaku gurur yang diskriminatif.
3. Belum seragamnya unsur pemerintah memandang anak jalanan, sebagian berpandangan anak
jalanan merupakan kelompok yang memerlukan perawatan,
(pendekatan kesejahteraan) dan sebagian yang lain memandang anak jalanan sebagai pembuat
masalah (pendekatan keamanan).

Soeparman (2000; 7) menyatakan bahwa penyebab anak turun ke jalan, yaitu:

' Fungsi keluarga yang tidak berjaian;
V' Adanya penolakan dari masyarakat;
\' Keengganan anak untuk pelang ke rumah karena lebih senang di jalanan;
\' Tekanan kekerasan hidup di jalanan, sehingga mereka perlu cara supaya hidup lebih aman di
jalanan;
' Peluang pekerjaan sector informal terus meningkat juga melibatkan partisipasi anak;
\' Keberanian anak untuk hidup di jalanan dan terpisah dari orang tua;
' Tekanan di jalanan masih lebih baik dibandingkan dengan di rumah, karena di jalanan masih
mernberikan kebebasan kepada anak;
\ Kompensasi karena prustasi dengan kondisi masyarakat secara umum dan pelecehan yang
diterima.
C. KAITAN DINAMIKA KOTA DAN ANAK JALANAN
While humanity shares one planet, it is a planet on which there are two worlds, the world
of the rich and the world of the poor. Raanan WeitzMost people wish for riches, but few

people provide the definite plan and burning desire which pave the road to wealth.
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—Edi Suharto, Ph.D—

Anak jalanan merupakan fenomena perkotaan yang kompleks dan terus meningkat
kuantitas dan kualitasnya. Fenomena permasalahan tersebut disebabkan berbagai faktor terkait
seperti peradigma pembangunan yang sentralistik ditambah dengan nuansa reformasi serta
mencuatnya konsep HAM, gaya hidup individualist materialisiik, konsumeristik serta kebijakan
pemerintah yang tidak saling sinergi dan tidak berkoodinasi antar departemen.

Lingkungan perkotaan yang kumuh juga membuat sebagian anak lari ke jalan.
Merebaknya anak jalanan juga diakibatkan oleh kegagalan sistem pendidikan yang cenderung
kapitalislik, tidak banyak memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin dan marjinal.
Memang, kehadiran anak jalanan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kota-kota besar. Anak
jalanan merupakan fenomena kota besar di mana saja Semakin cepat perkembangan sebuah kota
semakin cepat pula peningkatan jumlah anak jalanan.

Kaitan fenomena anak jalanan dengan perkotaan adalah pada dinamika kota Negara
Dunia Ketiga, yaitu proses migrasi dan urbanisasi. Napoleon Hillper mendefinisikan, pekerja
migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian
bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran
mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja
migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat
dipisahkan dari globalisasi.

Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya
untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan
penduduk umumnya dari desa ke kota (rural-to-urban migration), maka pekerja migran internal
seringkali diidentikan dengan "orang desa yang bekerja di kota." Urbanisasi adalah "proses
pengkotaan” atau proses perubahan suatu desa menjadi kota. Secara nasional, urbanisasi bisa
dilihat dari proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan dan proporsi orang yang bekerja di
sektor non-pertanian. Sebagai contoh, pada tahun 1998, sebesar 31,5 persen penduduk Indonesia
tinggal di perkotaan dan sebanyak 49,2 persen bekerja di sektor non-pertanian (Suharto,
2002:149).

Pertumbuhan penduduk yang besar, persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah,
dan rendahnya daya scrap industri di perkotaan, menyebabkan urbanisasi di Indonesia termasuk

dalam kategori "urbanisasi tanpa industrialisasi*, "urbanisasi berlebih™ atau “inflasi perkotaan"
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(Potter dan Lloyd-Evans, 1998; Suharto, 2002). Fenomena ini menunjuk pada keadaan dimana
pertumbuhan kota berjalan cepat namun tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja yang
memadai, Khususnya di sektor industri dan jasa. Akibatnya, para migran yang berbondong-
bondong meninggalkan desanya dan tanpa bekal keahlian yang memadai tidak mampu terserap
oleh sektor "modern™” perkotaan. Mereka kemudian bekerja di sektor informal perkotaan yang
umumnya ditandai oleh produktivitas rendah, upah rendah, kondisi kerja buruk, dan tanpa
jaminan sosial.

Sejatinya, persoalan utama pekerja migran internal terkait erat dengan kondisi sektor
informal perkotaan yang kerap disebut sebagai "underground economy" itu. Sebagai contoh,
mereka yang, bekerja sebagai pedagang kakilima kerap menghadapi permasalahan seperti
penggusuran, permodalan yang kecil, konflik dengan penduduk setempat, konflik dengan
pengguna lahan publik lain (pejalan kaki, sopir angkutan kota, pemilik mobif pribadi, pemilik
toko), dan konflik dengan petugas keamanan.

Persoalan lain yang cukup serius mengenai pekerja migran ini adalah menyangkut
fenomena "pekerja migian anak-anak" yang meliputi anak jalanan, pekerja anak, dan anak
perempuan yang dilacurkan (AYLA). Dalam laporannya, A Country Strategy for Children and
Women, 2001-2005, pemerintah Indonesia dan UN1CEF memperkirakan jumlah pekerja anak
sebesar 1,8 juta jiwa dan AYLA sebanyak 40.000-70.000 anak (Suharto, 20003). Selain bekerja
di sektor yang berbahaya, mereka memiliki upah rendah, rawan eksploitasi dan perlakuan salah
(abuse), serta tidak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial vertikal.
Mereka kemungkinan besar terjebak dalam "lingkaran kemiskinan™ (vicious circle of poverty).
Selain itu, sepert; kritik Karl Marx, perputaran ekonomi kota yang kapitalistik justru
menyembunyikan inti proses sosial. Para pedagang yang berjualan di pasar hanya melihat gerak-
gerik komoditas dan uang di permukaan pasar dan tidak memaklumi kegiatan-kegiatan yang
melatarbelakanginya. Akhirnya, pedagang kecil semakin terasing dan kehilangan pasar yang
ujung-ujungnya memunculkan kemiskinan baru perkotaan. Dari situsai kemiskinan in!
muncullah PKL, gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan lain-lain sebagai upaya survival
masyarakat urban yang semakin kehilangan pilihan hidup. Dengan menjadi PKL, kaum urban
mencoba untuk berjalan dalam pergerakan ekonomi kota. Sketsa kemiskinan kota ini bukan
merupakan fenomena kota di Surabaya saja, melainkan di semua kota sebagai konsekuensi dari

ideologi pembangunanisme (teori rembesan ke bawah). Dalam kerangka ideologi pembangunan
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itu, perputaran uang dalam lingkup kaum pinggiran tidak diakui sebagai salah satu penggerak
ekonomi kota. Itu karena asumsinya adalah membuat kue-kue besar yang akan memperkuat
ekonomi nasional dan sektor informal dengan sendirinya akan mendapat jatah rembesannya
sehingga "pemasungan” ekonomi kecil (informal/ kaum pinggiran) menjadi konsekuensi
logisnya.
D. SOLUSI YANG RELEVAN UNTUK MENGATASI MAKIN PESATNYA
PERTUMBUHAN ANGKA KEBERADAAN ANAK JALANAN

Sejauh ini terdapat tiga model penanganan anak jalanan dengan pendekatan yang
berbeda:
1. Community Based adalah model penanganan yang berpusat di masyarakat dengan menitik
beratkan pada fungsi-fungsi keluarga dan potensi seluruh masyarakat. Tujuan akhirnya adalah
anak tidak menjadi anak jalanan / sekalipun dijalan, mereka tetap berada dilingkungan keluarga.
Kegiatannya biasanya meliputi: pelatihan peningkatan pendapatan keluarga, penyuluhan dan
bimbingan pengasuhan anak, dan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan dan kegiatan
waktu luang.
2. Street Based adalah kegiatan dijalanan atau penjangkauan penanganan terhadap anak
langsung dilakukan ditempat anak tersebut sering berada, kegiatan ini berupa pendamingan
terhadap anak agar mendapatkan perlindungan dari orang yang berperan sebagai pengganti orang
tuanya.
3. Centre Based adalah kegiatan di panti, untuk anak-anak yang sudah utus dengan
keluarganya. panti menjadi lembaga pengganti keluarga untuk dan memenuhi kebutuhan anak
seperti kesehatan, pendidikan, keterampilan, waktu luang, makan tempat tinggal, pekerjaan dan
sebagainya.
4. Selther Based adalah model pendekatan dengan menggunakan rumah singgah sebagai transit
dari aktifitas sehari-hari anak jalanan, rumah singgah umumnya sebagai sasaran antara bag! anak
untuk kembali diperkenalkan pada norma-norma keluarga.

Menurut Soeparman (2000; 2) program penanggulangan anaka jalanan harus bersifat
lintas sektoral, terpadu, komprehensif dan holistik, hal tersebut mencakup : a. Program
penegakan hukum dengan pelaku utama yaitu jajaran pemerintah daerah dan

aparat penegak hukum.
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b. Program pencegahan yang mencakup program pengentasan kemiskinan pedesaan dan
perkotaan, program pcmbakuan dan penyediaan lapangan kerja melalui padat karya, program
kesejahteraan sosial serta program bantuan modal usaha.

c. Program penyembuhan dan pemulihan dengan pelaku utama Departemen Kesehatan,
Departemen sosial, Departemen Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan
Departemen Pendidikan Nasional.

d. Program pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan keterampilan dengan pelaku utama
Departemen sosial, Departemen Tenaga Kerja, Lembaga Swadaya Masyarakat, Departemen
Perindustrian dan Perdagangan, dan Departemen Pendidikan Nasional.

e. Program penunjang yang mencakup kegiatan pendataan, identifikasi masalah, penyiapan
sumber daya masyarakat dan penyediaan sarana serta wahana pendukung seperti rumah tinggal,

sarana mobilitas dan pondokan.
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